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TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMERN (PPKomj)
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN LUWU TIMIUR

TAHUN ANGGARAN 2022
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9danPasal 11 Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
PemerintahsebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPresidenNomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperiukan Surat
Keputusan Pengguna Anggaran;

o

b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintan mempunyai peran penting
dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan
publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;

c. bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuaidengan
tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika PengadaanBarang/Jasa;

d. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan ¢, diperlukanSurat Keputusan

PenetapanPejabat Pembuat Komitmen;

e. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini
dipandang mampu dan memenuhi syarat uniuk ditetapkan sebagai Pejabat
Pembuat Komiimen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peratuyan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2021 Nomor 63),
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